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lSI RINGKA SAN 
Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia di bidang bukum, lembaga jami­
n~n meminta perhatian aeriua dalam pembinaan hukumnya, oleb karena per­
kernbangan ekonomi dan perdagangan senantiasa diikuti oleb berkernbangnya ke­
butuban akrn kredit dan pemberian fasilitaa kredit. Kebutuban dan pernberi­
an kredit Ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit (bank). Lem­
baga jaminan tergolong bideng bukum yang netral, ertinya tidak mempunY8i
bubungan erat dengan kebidupan spiritual dap budaya bangsa. Selain itu bu­
kum jaminan juga rnempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonorni dan pembanf~u­
nan pada umumnya. Kegiatan peminjarnan uang dengan cara pemberian kredi t 0­
leh bank banyak dilakukan oleh masyarakat •
. 
Pemberian kredit oleb bank senantiasa mengandung kernungkinan tidak dapat
dilunasinya kredit tersebut tepat pada waktunya. Kemacetan kr~dit seperti 
itu secara tIaaklBngsung menimbulkan dampak negatif terhadap'mas,arakat, 
karena kredit yang tersalur itu sebenarnya bersumber dari dana masyarakat.
Guna memperkeeil kemungkinan timbulnya Rredit rnacet tersebut, maka pihak 
bank memint~ -pada debitur 	untuk memberiken jaminan bagi pengembalian kre 
di tnya. 

Dalsm Hukum Perdata Indonesia dikenal berbagai macaro, lemoRga jaminF1n yang 

dapat d1golongkan menurut cara terjadinya, menurut slfatnya, menurut obyek­

nyPl serta menurut keweneng?n menguasa! barang yang dijflminkan (Sri Soedcwi 

MS, 1980). Salah satu macem lembaga jaminan yang mempul'lyai kepastian hulmm 

begitu kuat dianteranya adalflh Hipotik. Lembaga jaminan hipotik ini jika

kita arneti lebih menguntungken daripada lembaga jarninan lainnya, ksrens hi­

pot:Lk in! merupakan lembaga jaminan yang memberikan kedudukan 1ma t bagi 

krediturf mudah dalam tatacara pengikatannya serta ri:pgan biaya pengikatan­

nyadan mudah cara pencairannya. 
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Dalem UU Ferbankan lama, yaitu UU No. 14/1967 masalah lembaga jaminan bagi 
k~pentingan pemberian kredit sangat penting artinya. Hal ini nampak pada 
pasal 24 UU No. 14/1967 yang menyatakan babwa bank umum tidak ekan memberi­
kan kredit tanpa jaminan terbadap siapapun juga. Memang kalau kita amati se· 
cara teliti, akan nampak adanya larangan pemberian blanko kredlt yang mana 
hal ini membUktikan babwa ~ebetulnya perjanjian pemberian kredit tidak da­
pat dipisabkan'dengan perjanj1an pemberian jaminan, misalnya dengan pemasa 
ngan hipotik dan sebagainya. 
Namun anehnya dale UU Perbankan yeng baru, yaitu UU No'. 7/1992 t1dak ada 
satu pasalpun yang dengan tegas melarang pemberian bl~nko kredit. Bahkan 
dalam pasal 8 UU No. 7/1992 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit bank 
umum wajib mempunya1 keyak1nan atas kemampuan dan kesanggupan deb1tur untuk 
melunasi hutangnya sesuai dengAn yang diperjanjikan. Adapun kriteria yang
diperguneken untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan ~en kesanggupan de­
bitur untUA melunasi butang s1 debitur itu meliputi usahe bank untuk melaku­
ken penilaian secara seksame terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jami­
nan serta prospek usaha dari debitur. Kriteria untuk ~emperoleh keyak1nan
tersebut merupakan bal penting delam pemberian kredit, karena akan memper­
kecil kemungkinan tlmbulnya kerugian akib~t kredit macet. 
Dari sudut pandang hukum kri teria terpenting dari ke11ma kr.i te'ria yang di­
sebutkan adalah adanya "agunan/jamtinan", karena dengan adanya jaminan/agunaT
inilah secara l~ngs~ng dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh perlunas­
?n etas kredit yang disalurkannya. Bank Indonesi?pun telah mengeluarkan se­
macam surat edaran yang berisi bahwa mengenai pengikatan barang tetap (ti­
dak bergerak) masih tetap dipakai hipotik. Selanjutnya surat edaran terse­
but menunjukken ~ahwa mengenei lemaaga jaminan hak atas ~anah yang diberla­
kukan adalah Ketentuan-ketentuan hipot1k sesuai dengan yang dikehendaki 0­
leh UUPA. ' 
Berdasarkan uraian di etas, maka dapat dijumpai beberapa permasalahan, an­
tf'rFi lain : 
- Bagaimanakah 
, . 
status hipotik se bagai hak kebeDdaan y~ng berkaitan dengan
tanab guna kepentingan peDgejuan permohonan kredit di bank serta bagaima­
nekab prosedure terjadinya hipotik itu ? 
- J ikFl dikf.1 tk'Em hl.potik sebagei lembegs jaminan deIsm per jan jisn perkred1t­
an, maka bagai~enakah kepast1alj hukum bipotik i tu set;ld1ri, sehinega 18yAk
d1pakai untuk jamin?n pemberl.an kred1 t dari bank ? 
Adapun penelitien in1 bertujuan untuk mengetahui bagaimenakah kepastian hu­
kum hipotik se'begai lembaga jaminan dalam perjanjian perkreditan. Selain 
itu penelitian ini juga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hipot1k
sebagai hak kebendaan sertf' bagaimanp prosedure terjadinya hipotik berkai t­
an dengen peng. juan kredl t pada bank ter,tentu. 
Penel·itiaD ini bers1fe t deskr1pt1t analitis dengE'ID menggunakan metode deduk­
si. Sedangken data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informasi yang berkaitaTl de­
ngan mesalah hipotik sebagai jaminan dalam perjanjian perkreditan, melalui 
wawancara berdassrkan pada daf~ar pertanyaan yang sudah d1sediakan sebelum­
nye. Seda.gksnd,ata sekunder diperoleh dari bahan-baha'n kepustaka 80, malw­
lah seminar serta artikel ilmiah dan buku-buku literatur maupun h~si.l pene­
litian terdahulu yang terkait dengan obyek permasalahan. 
Selanjutnya dar1 data primer dan data sekunder yang berhaail dikumpull<:8n 

akf'n diana11sa secera kuali tatif dengan mengkai tkan pada teori-teori yFlng

ada, khususnya yang menyangkut mengenai hipot1k aebagai lembaga jaminan 
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delam perjanjian perkreditan. 
Akbirnya sebeg~i kesimpulan dapat diketeDgahkan babwa ~ekalipun mengenai
taneb ternyats bipotik masib berlaku, sebab,memang dikecualikan oleh UUPA • 
. Oleb karenanye. maka hipotik tersebut mempunyai ciri-ciri knes, ya1tu bah­
wa bipotik merupekan perjanjian acceseoir. Disamping itu hipotik bereifat 
zeake gevolg (selalu mengikuti bendanya, dimanapun benda itu berada) ser­
ta bersifat droit de preference, berobyek tetap dan hipotik banya berisi 
bak untuk pelunasan hutang. . 
Disamping itu ~ipotik juga berasaskan pada asas specialitet, publicitet
dan tak dapat dibagi-begi.,Dengan adanya ciri-ciri dan asas-asas yang me­
Iekat pada hipotik tersebut. make meDjamta hipotik tersebut sebaga1 lem­
,bega jaminan yang kuat, berkepastian hukum dalam perjanj1an perkred1tan 

yeng disalurkan oleh pihak perbankan. 

11i 
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
LP KEPASTIAN HUKUM HIPOTIK 
SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM 
PERJAJANJIAN PERKREDITAN 
Lanny Ramli
